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KABUPATEN Donggala dengan luas 5.275,69 kilometer
persegi, yang di dalamnya terdapat 16 kecamatan, 167 desa/
kelurahan, ternyata masih sangat membutuhkan pembangu-
nan infrastrutkur berupa jalan untuk menghubungkan antara
kecamatan yang satu dengan kecamatan lainnya, terutama
yang masuk kategori daerah terpencil. '

Oleh: WAHID AGUS

Pada umumnya, proyek
yang dikerjakan pada tahun
ini sudah selesai dikerjakan
sesuai waktu yang ditetapkan,
walaupun kualitasnya masih
‘perlu diuji. Hanya terdapat
beberapa proyek yang dike-
luhkan warga, karena terin-
dikasi dikerjakan asal jadi.
Seperti disampaikan warga

Kecamatan Balaesang Tanjung
bernama Yasin yang menga-
takan bahwa di daerahnya
itu, terdapat jembatan yang
belum rampung dan terkesan
dikerja asal-asalan, dimana
ukuran besi dan batu yang
digunakan berukuran kecil.
Sehingga dikhawatirkan ke-
kuatan jembatar tidak akan

bertahan lama jika dilalui
kendaraan dengan beban yang
berat. Sementara jembatan

JALAN poros menuju kantong produksi di Desa Wombo Kecamatan Tanatovea
Kabupaten Donggala, sudah beberapa tahun tak tersentuh perbaikan sehingga

tersebut merupakan peng-
hubung antara Kecamatan
Balaesang dan Balaesang

jalannya rusak dan berlubang. FOTO: ISNAWATIMS

Tanjung yang berada di Desa
Lombonga dan Walandano.
la pun tidak melihat papan
nama proyek tersebut, untuk
memastikan berapa anggaran
jembatan tersebut dan kapan
batas batas waktu pekerjaan
itu diselesaikan.

Pihak Pemkab Donggala,
melalui Kepala Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Akris
Fattah belum memberikan ja-
waban atas proyek tersebut.

Pembangun infrastruktur
jalan yang sangat mendesak
di kabupaten tertua di Sulteng
ini, secara garfs besarnya han-
ya terdapat empat kecamatan,
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yaitu Rio Pakava, Pinembani dan
Banawa Selatan serta Balaesang
Tanjung. Hingga saat ini terdapat
dua kecamatan yang sulit terhubung
langsung antar ibukota kecamatan
karena tidak adanya jalan mulus
beraspal yang dapat dilalui, yaitu
antara Kecamatan Banawa Selatan
ke Kecamatan Rio Pakava; kemu-
dian antara Kecamatan Banawa
Selatan ke Kecamatan Pinembani.
Demikian pula antara Rio Pakava
dan Pinembani. Sebenarnya masih
terdapat poros lain yang juga ter-
bilang sulit, walaupun kondisinya
masih lebih baik di banding tiga
kecamatan diatas, yaitu: antara
Kecamatan Balaesang ke Kecamatan
Balaesang Tanjung.

Kesulitan dalam menghubungkan
antara ibukota kecamatan tersebut,
pada umumnya disebabkan kondisi
tanah yang bergunung terjal dan ma-
suk dalam kawasan hutan, sehingga
membutuhkan penanganan khusus.
Namun upaya membuka akses jalan
tersebut, tak henti dilakukan oleh
Pemkab Donggala selama kepemim-
pinan Habir Ponulele.

POROS BANSEL - RIO PAKAVA
Menghubungkan langsung antara
Kecamatan Bansel dan Rio Pakava
tidaklah mudah. Panjang jalan yang
dibutuhkan lebih dari 40 kilometer
dari Desa Watatu Bansel hingga
Desa Ngovi Rio Pakava. Pembukaan
jalan ini sudah dilakukan sejak 2010
secara bertahap dan sebagian jalan
sudah dapat dilalui, namun belum
berfiingsi secara utuh. Masih terda-
patsekira 15 kilometer lagi yang be-
lum dapat dilalui kendaraan karena
masuk dalam kawasan hutan.
Dengan dibukanya jalan tersebut,

masyarakat Rio Pakava atau lebih
dikenal dengan Lalundu, akan memi-
liki jalan alternative, jika ke hendak
ke Donggala. Karena selama ini,
warga Lalundu jika ingin ke ibukota
Kabupaten Donggala, harus mele-
wati kabupaten yang ada di provinsi
lain, yaitu Kabupaten Mamuju Utara
Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga
dengan dibukanya jalan tersebut
akan mempersingkat jarak ke wila-

~yah Banawa dimana ibukota kabu-

paten berada.

POROS BANSEL - PINEMBANI
Pembukaan jalan baru yang
menghubungkan Kecamatan Bansel
dengan Pinembani juga telah di-
laksananakan. Jalan baru yang dibu-
ka sepanjang 24 km dari Desa Malino
Kecamatan Bansel hingga Desa
Bambakaenu Kecamatan Pinembani
ity, telah dilaksanakan oleh Pemkab
Donggala bekerjasama dengan TNI
dalam rangka Karya Bhakti TNI
2013.

Jalan yang baru dibuka bernama
poros Malino - Bambakaenu itu,
kondisinya sudah dapat digunakan
untuk kendaraan roda dua. Namun
untuk kendaraan roda empat, rasa-
nya masih riskan dilalui, karena
terdapat tanjakan yang menikung
tajam hingga relative sulit dilalui.

Dengan dibukanya jalan terse-

'but, masyarakat Pinembani telah

memiliki jalan alternatif jika ke
hendak ke Donggala. Karena se-
lama ini, warga Pinembani jika ingin
ke ibukota Kabupaten Donggala,
harus melewati dua kabupaten/
kota yaitu Kabupaten Sigi dan Kota
Palu. Sehingga dengan adanya jalan
poros Malino-Bambakaenu, dinilai
akan mempermudah akses jalan ke

wilayah Banawa dimana ibukota
kabupaten berada.

POROS BALAESANG -
BALAESANG TANJUNG

‘Balaesang dan Balaesang Tanjung,
dua kecamatan yang berada di pantai
barat ini, juga membutuhkan sarana
jalan yang beraspal mulus, minimal
antar ibukota kecamatannya. Secara

~ bertahap, upaya untuk melakukan

pelebaran jalan sekaligus pengas-
palannya sudah dilakukan, namun
masih membutuhkan penanganan
yang serius. Karena medan yang
harus dilalui juga memiliki tingkat
kesulitan tersendiri, dengan adanya
jurang menganga yang bisa mence-
burkan kendaraan jatuh ke laut, dari
tebing yang cukup tinggi.

POROS KABONGA-SALUBOMBA
Jalan poros lainnya yaitu, an-
tara Kelurahan Kabonga Besar

‘Kecamatan Banawa dengan Desa

Salubomba Kecamatan Banawa
Tengah. Jalan ini bisa dibilang pen-
ting, namun bisa juga belum dibu-
tuhkan, karena masih ada jalan lain
yang kondisinya sangat layak dilalui.
Jalan yang dibuka pada masa Bupati
HN Bidja ini, adalah upaya memper-
luas wilayah ibukota Donggala den-
gan membuka jalan lingkar luar.

Diakhir masa jabatan Bupati Habir,
jalan ini kembali dilanjutkan peker-
jaannya yang bekerjasama dengan
TNI dalam rangka Karya Bhakti TNI
2013. Walaupun belum selesai dan
belum dapat dilalui, karena bebera-
pabuah jembatan yang harus dibuat,
namun upaya membuka akses jalan
yang lebih luas, sudah dilakukan
sesuai batas kemampuan anggaran
daerah. uip




